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PENETAPAN
Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp

S\ tre\ T} 2
P -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AAGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang
majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK . (< pat dan tanggal lahir Bone, 11

Maret 2002, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah
Dasar, pekerjaan wirausaha (Kedai Blue White), tempat
kediaman di XXX XXXXXXX XXXX X XXXXX XX, XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX, XXXXKKKKK XRRXKKK XXXKKKKK XXKKK, XXXXXXXXK XXXX,
Berdomisili Elektronik andinovitasariqueens@gmail.com,
sebagai Penggugat.

melawan,

TERGUGAT, NIK . tcpat dan tanggal lahir Kunak, 02
Februari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah
Dasar, pekerjaan petani padi, tempat kediaman di Dusun
Lallere’e, xxxx XXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XxXXX, sebagai Tergugat. Dalam hal ini Termohon memberikan
kuasa kepada Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa
kepada Aswil Adi Tama, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang
terdaftar pada Kongres Advokat Indonesia (KAI), yang
berkantor di LAW OFICE ASWIL ADI TAMA & PARTNERS,
alamat elektronok aswil.aditama @gamail.com beralamat di
BTN Puri Indah Permai Blok B.12, Kelurahan Tibojong,
Kecamatan Tanete Riattang Timur, XXXXXXXXX XXXX, Provinsi
Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2024 , yang
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telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan
Agama Watampone Nomor 586/SK/XI1/2024/PA.Wtp, tanggal ,
31 Desember 2024, disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17

Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Watampone pada itu juga dengan register perkara Nomor

1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah
pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 di XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXX, XXXXXXXXX XXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
77/04/111/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXXXXK XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXX, bertanggal 06 Maret
2020.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah
tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 3 (tiga)
bulan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lallere’e, xxxx XxxX,
XXXXXXXXXK XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX, dan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 mulai muncul perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat dalam mengatur
keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3.2. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan bathin Penggugat
(lemah syahwat)
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni
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2024, dan Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan
Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxx
XXXXXXX XXXX X XXXXX XX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX
XXHXXXXXX XXXXXK, XXXXXXXKK XXXX.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) bulan
berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cqg. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil
Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut melalui domisili
elektronik Pemohon dengan alamat email andinovitasariqueens
@gmail.com, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Termohon
disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
sendiri  dipersidangan dan Tergugat didampingi oleh kuasanya datang

menghadap sendiri di persidangan;
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Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,
akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka
atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra.
Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor
1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp tanggal 31 Dsember 2024, namun sesuai laporan
Mediator (Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.) tanggal 14 Januari 2025, ternyata
mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah
dan pada bulan Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat pernah
melakukan hubungan suami istri ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak
mengajukan replik begitupula dengan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa selanjutnya di pesidangan ketua majelis mengkonpirmasi
tentang jawaban Tergugat dan ternyata Penggugat mengakui jawaban
Tergugat tersebut

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Penggugat menyatakan
mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat akan rukun
kembali bersama Tergugat ;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak
keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun
sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan
upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis
Hakim menetapkan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai mediator sesuai
dengan penetapan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp tanggal 31 Dsember
2024, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.)
tanggal 14 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah
dan pada bulan Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat pernah
melakukan hubungan suami istri ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak
mengajukan replik begitupula dengan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa selanjutnya di pesidangan ketua majelis mengkonpirmasi
tentang jawaban Tergugat dan ternyata Penggugat mengakui jawaban
Tergugat tersebut

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2025

Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;
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Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan
setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut
gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi
karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan
persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang
pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat
diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya,
maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp dari Penggugat ;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Penutup
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Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 12 Sya’ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.
Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H.,
M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Agustiawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti

Agustiawati, S.E., S.H.
Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 70.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Penggandaan :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 14.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
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Jumlah : Rp 244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
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